
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATENBANYUMAS 

TAHON 2011 NOMOR 3 SERI A 

PERATORAN DAERAH KABOPATEN BANYUMAS 
NOMOR 18 TAHON 2011 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS TAHON ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 
BOPATI BANYUMAS, 

Menimbang : a . bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 
186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah se bagaimana telah be berapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerin tahan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
bersama Bupati Banyumas telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2012 sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor : 910/494/201 1 tanggal 28 
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Mengingat 

Desember 2011 ten tang E valuasi 
Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas tentang APBD 
Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan 
Peraturan Bupati Banyumas tentang 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 
2012; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dilakukan agar 
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran 2012 tidak berten tangan 
dengan kepen ting an um um dan 
peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksu d dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Dae rah ten tang APBD 
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 
2012; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 44 21); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
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atas Undang-Undang Nomor 32 Tah 
P 

. Un 
2004 tentang emer1ntahan Daer h 
(Lembaran Negara Republik lndone:a 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha 
Lembaran Negara Repubik lndonesi: 
Nomor4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten t ang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan · Penyelenggar a an 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerin tah N omor 54 Tahun 
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 457 4); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

-----

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 45 77); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4 7 41); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akutansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2009 Nomor 3 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang _ Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 
Tahun2009 Nomor4 SeriE). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 se bagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah 
2 . Belanja Daerah 

Defisit 

3. Pembiayaan Daerah 

Rp. 
Rp. 

l .615.919.973.468,00 
1. 786. 935.038.653,43 
Rp. l 71.015.065.185,43 

a. Penerimaan Rp. 200.515.065.185,43 

b. Pengeluaran "'-'R'-'"p-'--. ---=2::....::;9...:...;. 5=-..;0~0:c...:.•=-0=-00~.:...:::0....::::0....::::0->-.::, 0~0 
Pembiayaan netto Rp. l 71.015.065.185,43 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran tahun Berkenan 

Pasal 2 

Rp. 0,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 
1 terdiri dari : 
a. Pend a pat an A s Ii Daer ah sejumlah 

Rp.188.589.671.236,00 
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-

b. D a n a P e r i m b a n g a n s e j u m 1 a h 
Rp.1.182. 725.494.613,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 
Rp.244.604.807.619,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l) hurufa terdiridarijenis pendapatan: 
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah 

Rp.38. 988.500.000,00 
b. H asil Re tri bu si Dae rah sej uml a h 

Rp.39 .386.823.248,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah Rp. 6.669 .549 .507 ,00 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.103.544.798.481,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri darijenis pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

sejumlah Rp. 71.878.704.613,00 
b. D a n a A I o k a s i U m u m s e j u m I a h 

Rp. 991.945.010.000,00 
c. Dan a A Io k as i Khu s us s e ju m 1 ah 

Rp.118.901. 780.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat p} huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya sejumlah Rp. 45. 900.077 .619,00 
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 

Rp.164.600.765.000,00 
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c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya sejumlah Rp. 34.103.965.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 

Rp.1 .204.366. 918.621,43 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 582.568.120.032,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a terdiri darijenis belanja: 
a . Belanja Pegawai sejumlah Rp. l.028.999.257.043,43 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 91.296.141. 728,00 
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 

Rp.36.555.840.000,00 
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah 
Rp. 44.515.679.850,00 

e. Belanja TidakTerduga sejumlah Rp.3.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf (b) terdiri darijenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 56.021. 727.457 ,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 

Rp.259.268.4 76.321,00 
c. BelanjaModalsejumlahRp. 267.277.916.254,00 
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Pasal 4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 terdiri dari : 
a . Penerimaan Pembiayaan 

Rp.200.515.065.185,43 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Rp. 29.500.000.000,00 

Daerah 

Daerah 

sejumlah 

sejumlah 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah se bagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 huruf (a) terdiri darijenis pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 

Anggaran sebelumnya sejumlah 
Rp. 188.127.396.657,43 

b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah 
Rp.11.887.668.528,00 

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 
Rp. 500.000.000,00 

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 

Rp.15.000.000.000,00 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

sejumlah Rp. 13.000.000.000,00 
c. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 

Rp.1.500.000.000,00 

Pasal 5 
Uraian lebih lanju t Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
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dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. LampiranII Ringkasan APBD menurut Urusan 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. LampiranXII 
13. Lampiran XIII 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi 
SKPD; 
Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpad uan U rusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah; 
Daftar' Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lainnya ; 
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun 
Anggaran Se belumnya yang Bel um 
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali 

dalam Tahun Anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 
Daerah. 
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Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
rancangan perubahan APBD dan/ atau disampaikan 
dalam La po ran Realisasi Anggaran (LRA). 

(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 
perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan 
pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) . Belanja/ pengeluaran 
sebagaimana tersebut dalam pasal ini terrnasuk belanja 
un tuk keperluan mendesak. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 

daerah; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
keadaan darurat. 
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-
Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 J anuan 
2012. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 29 Desember 2011 

BUPATI BANYUMAS, 

ttd. 

MARDJOKO 

Diundangkan di Purwokerto 
Pada Tanggal 29 Desember 2011 
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

ttd. 

Ir. MAYANGKORO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19570516 198903 1 005 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI A 
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